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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh integrasi NIK-NPWP dan
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di
KPP Pratama Denpasar Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada
kebijakan pemerintah terkait digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya
integrasi NIK menjadi NPWP, serta pentingnya kesadaran individu dalam
meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100
responden WP OP efektif. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial
Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan aplikasi
SmartPLS 4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik integrasi NIK-NPWP maupun
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Temuan ini mendukung penguatan Procedural Justice Theory, Technology
Acceptance Model (TAM), dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks
perpajakan. Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada perlunya
optimalisasi kebijakan integrasi sistem perpajakan dan peningkatan literasi pajak di
kalangan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk
pengembangan studi-studi selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakan di era
digital.

Kata Kunci: Integrasi NIK-NWP, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak.
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THE EFFECT OF NIK-NPWP INTEGRATION AND TAXPAYER AWARENESS ON
INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

Desak Nyoman Elis Saputri
2115654025
(Accounting and Tax Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of NIK-NPWP integration and taxpayer awareness
on individual taxpayer (WP OP) compliance at KPP Pratama Denpasar Barat. The research
background is grounded in government policies on the digitalization of tax administration,
particularly the integration of the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer
Identification Number (NPWP), as well as the crucial role of individual awareness in enhancing
tax compliance. A quantitative approach was employed, with data collected through
questionnaires distributed to 100 effective individual taxpayers. The data were analyzed using
the Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method with the
assistance of SmartPLS version 4.

The findings reveal that both NIK-NPWP integration and taxpayer awareness have a
positive and significant influence on taxpayer compliance. These results strengthen the
relevance of Procedural Justice Theory, the Technology Acceptance Model (TAM), and the
Theory of Planned Behaviour (TPB) in the taxation context. The practical implications
highlight the need for optimizing tax system integration policies and enhancing tax literacy
among the public. Furthermore, this study is expected to serve as a reference for future research
on tax compliance in the digital era.

Keywords: NIK-NPWP Integration, Taxpayer Awareness, Tax Compliance.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pondasi kuat penopang pendapatan negara guna
pembangunan ekonomi nasional Indonesia (Darmayasa et al., 2020;
Sudirman et al,, 2020). Penerimaan pajak di Indonesia mengalami
peningkatan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 sampai
dengan tahun 2023 dan bahkan melampaui target (DJP 2023). Meskipun
dengan penerimaan pajak yang terus meningkat, ironisnya tingkat
kepatuhan pajak masih terbilang relatif rendah. Hal ini dapat dicerminkan
dari tax ratio Indonesia di tahun 2022 yakni sebesar 10,39% dari Peredaran
Domestik Bruto, fax ratio ini jauh lebih rendah dari rata-rata tax ratio
OECD sebesar 33,5% serta lebih rendah dari rata-rata tax ratio di Asia
Pasifik, yakni 19% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Selaras dengan kajian Internasional Monetary Fund (IMF), terdapat
dua cara dalam melakukan reformasi perpajakan yang sejalan dengan teori
dan atau international best practice, yaitu: reformasi administrasi dan
reformasi kebijakan (IMF, 2018). Perbaikan regulasi dalam reformasi
kebijakan dapat menambah sebesar 3,5% tax ratio, dan peningkatan
efisiensi administrasi perpajakan berpotensi menambah sebesar 1,5% tax
ratio dari Peredaran Domestik Bruto (PDB) selama lima tahun kedepan,
asalkan program peningkatan kepatuhan yang komprehensif dilaksanakan

dengan cepat (IMF, 2018).



Peningkatan rasio pajak erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak,
sehingga kerjasama antara wajib pajak dengan otoritas pajak menjadi
penentu keberhasilan reformasi pajak. Bertolak belakang dengan hal
tersebut, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan utama setiap
negara, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia (Putri
et al., 2020). Hal tersebut dicerminkan dari kepatuhan Wajib Pajak di
Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara dan Wajib Pajak

Tingkat Realisasi Wayjib
Tahun  Penerimaan  Penerimaan  Wajib Pajak Pajak
Pajak Pajak Pajak Terdaftar Wayjib
(triliun) (triliun) SPT
2019 1.198,83 1.072,11 49.845.432  19.006.794
2020 1.229,59 1.278,65 66.351.573  19.002.585
2021 1.484,96 1.716,76 70.291.585  19.075.197
2021 1.818,32 1.867,87 73.961.818  19.182.071
2023 1.988,88 1.932,40 79.327.796  19.270.000

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2023

Pada Tabel 1.1 telah tercatat penerimaan negara dari pajak pada tahun
2021 mencapai Rp 1.278,65 triliun atau 103,99%, pada tahun 2022 yaitu
115,6% dari target atau sebesar Rp1.716,76 triliun dan pada tahun 2023
penerimaan pajak sebesar Rpl1.869,23 triliun atau 102,73% dari target
Perpres No. 75 Tahun 2023, serta berdasarkan data statistik Kementerian
Keuangan per Desember 2024 mencatat penerimaan pajak di Indonesia
mencapai Rpl1.932,40 triliun atau 100,5% dari target tahun 2024.

Pertumbuhan penerimaan pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak



tahun 2021 hingga 2024 tidak dapat dijadikan parameter peningkatan
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dicerminkan dari jumlah wajib pajak
terdaftar di tahun 2022 yang lebih tinggi 5,9% dibandingkan tahun 2021
yaitu sebanyak 70,29 juta. Namun, sampai dengan Maret 2023, hanya
sebesar 7,1 juta SPT Tahunan tahun pajak 2022 yang terlapor (Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Data penerimaan pajak tersebut tidak selaras dengan kepatuhan wajib
pajak yang terdaftar di kantor wilayah DJP Bali. Per Juli 2024 jumlah wajib
pajak yang telah melakukan integrasi NIK-NPWP telah mecapai 99% atau
sebanyak 1,28 juta dari 1,3 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang
terdaftar di kantor wilayah DJP Bali, sehingga tersisa 13.100 atau 1% WP
OP yang masih harus melakukan integrasi NIK-NPWP (DJP, 2024).
Meskipun demikian, jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2023 hanya 317.482 SPT
Tahunan WP OP. Data kepatuhan WP OP yang terdaftar di KPP Pratama di

Bali selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.2



Tabel 1.2
Kepatuhan WP OP Terdaftar di Kanwil DJP Bali
Jumlah Jumlah WP  Jumlah WP  Presentase

Tah
Pz,:;: WPOP  OPWajib  OPLapor Kepatuhan
) Terdaftar SPT SPT WP OP
2019 761.203 613.736 289.253 47,08%
2020 1.045390  617.928 297.594 48,22%
2021 1.088.897  810.057 351.884 43,44%
2022 1154330  782.49 327.983 42,10%
2023 1236421 754.992 317.482 42,22%

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2023

Tabel 1.2 menggambarkan kondisi wajib pajak orang pribadi pada KPP
Pratama di Bali yang terus mengalami peningkatan yang signifikan pada
jumlah wajib pajak terdaftar selama 5 tahun. Sebaliknya, kepatuhan wajib
pajak orang pribadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami
penurunan, bahkan presentase tingkat kepatuhan sejak tahun 2019 tidak
mencapai 50%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak
tidak semata-mata disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang
terdaftar. Sehingga yang perlu lebih diperhatikan adalah presentase tingkat
kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Realisasi penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan,
namun KPP Pratama Denpasar Barat mampu memberikan kontribusi yang
cukup tinggi terhadap target penerimaan pajak di Bali. KPP Pratama
Denpasar Barat berhasil mencapai 102% dari target penerimaan pajak
dengan 8.911 WP OP yang patuh dalam pembayaran pajak tahun 2023.

Kepatuhan WP OP di KPP Denpasar Barat dicerminkan pada Tabel 1.3.



Tabel 1.3
Kepatuhan WP OP Terdaftar di KPP Denpasar Barat

Jumlah WP Jumlah WP Presentase
OP Wajib OP Lapor Kepatuhan

Tahun Jumlah WP
Pajak OP Terdaftar

SPT SPT WP OP
2019 110.381 85.159 43.560 51%
2020 132.056 78.428 44.582 57%
2021 138.246 54.407 45.535 84%
2022 146.767 54.291 48.148 89%
2023 157.470 60.736 46.770 77%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, 2024

Terjadi fenomena menarik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP
Pratama Denpasar Barat dimana terjadi penurunan tingkat kepatuhan pada
tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami kenaikan secara berturut-turut.
Kepatuhan pajak merupakan kemauan WP untuk memenuhi seluruh
kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku
(Darmayasa et al., 2020). Indonesia menganut self assesment system
sehingga kepatuhan menjadi aspek utama dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan (Darmayasa et al., 2020). Self Assesment System mendorong WP
untuk patuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya
sehingga adanya digitalisasi administrasi perpajakan sangat penting guna
mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi WP (Darmayasa et
al., 2020; Hammond et al., 2023; Opiso et al., 2023).

Seiring dengan berkembangnya zaman, transformasi digital telah
menjadi sebuah keharusan dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor

perpajakan. Untuk itu, demi mencapai kenyamanan dan kemudahan bagi



masyarakat, pemerintah menerapkan sistem Single Identity Number (SIN)
di Indonesia dengan dilakukannya integrasi NIK menjadi NPWP (Tobing &
Kusmono, 2022). Sistem Single Identity Number (SIN) ini, diharapkan
mampu mengurangi identitas yang beraneka ragam sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia Ayuningtyas & Imahda
Khoiri Furqon, 2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur pemadanan NIK
menjadi NPWP dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor PMK 136 Tahun 2023 tentang NPWP bagi orang
pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Perubahan signifikan terjadi pada
NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang sebelumnya hanya
menggunakan 15 digit, setelah diintegrasi berubah mengikuti jumlah digit
NIK yaitu 16 digit dan akan menjadi identitas perpajakan. Sedangkan wajib
pajak badan dalam hal ini hanya perlu menambahkan angka 0 di depan
NPWP yang sebelumnya telah dimiliki (Panjaitan, 2022). Masyarakat
meyakini implementasi sistem Single Identity Number (SIN) dapat menjadi
instrumen yang efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam proses
pemungutan pajak serta memantau kepatuhan wajib pajak (Amalia
Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023).

Saraswati (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati

(2023) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif



terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Primastiwi &
Dwi C (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Tobing & Kusmono (2022) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa pemadanan NIK-NPWP memberikan kemudahan dan
kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Maulidia et al. (2024)
dan Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon (2023) menyatakan
bahwa integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Menelisik penelitian terdahulu tidak selaras menggambarkan perilaku
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Setiap derah dan wilayah
memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda yang disebabkan oleh beragam
faktor berbeda. Berbagai prediksi yang menyebabkan tingkat kepatuhan di
Indonesia masih jauh dari angan-angan, pertama yaitu rendahnya kesadaran
wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan masih rumitnya sistem
administrasi perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti
mengadopsi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi perilaku
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai upaya
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tidak selarasnya hasil penelitian
terdahulu dan masih terbatasnya penelitian serupa, peneliti terdorong untuk
memberikan kontribusi berupa kajian empiris terkait bagaimana pengaruh

integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib



pajak orang pribadi di Bali dengan teori-teori yang relevan dengan objek

penelitian.

. Rumusan Masalah

Ketidakpastian hasil penelitian sebelumnya yang telah dibahas pada
latar belakang dengan kondisi saat ini, bersama dengan urgensi tingkat
kepatuhan, mendorong peneliti untuk merumuskan masalah penelitian
sebagai.berikut:

1. Apakah integrasi NIK-NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak?
2. Apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
. Batasan Masalah

Faktor internal serta eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan WP
akan menjadi batasan dalam penelitian ini, sehingga adapun konsentrasi
penelitian in1 adalah menggunakan integrasi NIK-NPWP dan kesadaran
wajib pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi sebagai variabel dependen. Integrasi NIK-NPWP dan kesadaran
wajib pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kedua variabel
bebas tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
ada di Bali.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Merujuk kepada pokok masalah yang telah dirumuskan, tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah untuk:



1. Menganalisis pengaruh integrasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan
pajak.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan pajak.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu
sebagai berikut.
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan serta
sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak
di Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi penelitian serupa dengan mengidentifikasi perilaku kesadaran
wajib pajak dan integrasi NIK menjadi NPWP.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
evaluasi dan pertimbangan terkait dengan kesadaran wajib pajak,
khususnya wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan
dapat membantu pemerintah dalam pengembangan penerapan SIN
guna mengatasi urgensi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
2) Bagi Wajib Pajak
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan
dan wawasan bagi wajib pajak khususnya bagi wajib pajak orang

pribadi untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara



3)

4)
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sukarela guna meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan penelitian ini
diharapkan optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai serta
tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak lagi jauh dari
angan-angan.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan
bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa. Hasil
penelitian diharapkan mampu membantu pengembangan dan
penyempurnaan materi perkuliahan bagi seluruh civitas akademika
Politeknik Negeri Bali.
Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru
serta pengetahuan yang lebih mendalam kepada mahasiswa terkait
dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak melaui perilaku wajib
pajak serta upaya pemerintah dalam menghadapi urgensi kepatuhan

yang terjadi di Indonesia.



BABYV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh integrasi

NIK-NPWP serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Variabel Integrasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pelaksanaan integrasi data
kependudukan dan perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP,
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa modernisasi sistem administrasi yang terintegrasi meningkatkan
kepercayaan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

2. Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan
kesadaran tinggi mengenai pentingnya pajak bagi negara cenderung lebih
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan
konsisten.

Dengan nilai R? sebesar 0,709, model ini menunjukkan bahwa kombinasi

Integrasi NIK-NPWP dan Kesadaran Wajib Pajak mampu menjelaskan

sebesar 70,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
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B. Implikasi

Penelitian ini dilaksanakan sebagai respons terhadap fenomena yang
terjadi di lokasi penelitian, yang menunjukkan adanya permasalahan atau
dinamika tertentu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena tersebut
menimbulkan berbagai implikasi yang penting untuk dipahami, baik oleh
kalangan akademisi maupun praktisi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah teoritis untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dalam ranah praktis sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau tindakan nyata,
sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:
1. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui kajian
literatur mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak
orang pribadi. Secara khusus, penelitian ini menyoroti peran variabel seperti
integrasi NIK-NPWP dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian ini
memberikan dukungan terhadap Procedural Justice Theory, di mana integrasi
NIK-NPWP dipandang mencerminkan prinsip keadilan prosedural yang
mampu meningkatkan legitimasi otoritas pajak di mata wajib pajak. Persepsi
terhadap prosedur yang adil, transparan, dan konsisten mendorong
terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela. Selanjutnya, hasil penelitian
ini juga selaras dengan Theory of Planned Behavior, khususnya dalam
menegaskan peran kesadaran wajib pajak sebagai komponen sikap (attitude)

yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Selain itu, temuan ini turut
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memperkuat relevansi Technology Acceptance Model (TAM), yang
menjelaskan bahwa sistem perpajakan digital yang dinilai mudah digunakan
(perceived ease of use) dan memberikan manfaat (perceived usefulness) akan
meningkatkan penerimaan teknologi oleh wajib pajak, yang pada akhirnya
berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan.
2. Implikasi Praktis
a. Bagi Otoritas Pajak
Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) selaku otoritas perpajakan, temuan mengenai pengaruh
signifikan integrasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak
menunjukkan perlunya percepatan dan perluasan implementasi sistem
integrasi ini secara menyeluruh. Selain itu, DJP diharapkan
meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan data agar
dapat membangun kepercayaan masyarakat, serta menyelenggarakan
edukasi yang komprehensif terkait penggunaan layanan perpajakan
digital. Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil ini menggarisbawahi
pentingnya meningkatkan kesadaran perpajakan melalui pemahaman
yang lebih baik atas hak dan kewajiban pajak. Wajib pajak juga
diharapkan lebih aktif memanfaatkan sistem digital seperti e-filing dan
e-billing untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak

secara tepat waktu.
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b. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian ini menunjukkan
pentingnya peran kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan lebih
aktif dalam memahami hak dan kewajibannya, serta mengikuti
perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin
terdigitalisasi. Pemanfaatan teknologi, seperti integrasi NIK-NPWP
dan penggunaan aplikasi perpajakan digital, perlu dioptimalkan untuk
mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem
yang semakin transparan dan mudah diakses, diharapkan wajib pajak
dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sukarela.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk
memperkuat kurikulum yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya
pada aspek kesadaran dan kepatuhan, serta mendorong kolaborasi
dengan otoritas pajak dalam menyelenggarakan program literasi pajak
kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi
mahasiswa sebagai calon wajib pajak dan generasi penerus. Mahasiswa
didorong untuk membangun pemahaman dini tentang sistem
perpajakan nasional serta mengambil peran aktif dalam mendukung
digitalisasi administrasi pajak, baik melalui studi akademik maupun
kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat edukatif. Dengan

demikian, temuan penelitian ini memiliki kontribusi nyata dalam
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mendorong transformasi sistem perpajakan yang lebih modern,
partisipatif, dan berkelanjutan.
. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pengembangan studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
topik kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki implikasi
penting bagi mahasiswa sebagai generasi muda dan calon wajib pajak
yang akan berperan dalam sistem perpajakan nasional di masa depan.
Temuan mengenai pentingnya kesadaran dan pemanfaatan teknologi
dalam mendorong kepatuhan pajak menunjukkan bahwa mahasiswa
perlu membekali diri sejak dini dengan pemahaman yang memadai
terkait hak dan kewajiban perpajakan. Mahasiswa diharapkan tidak
hanya memahami aspek teoritis perpajakan dalam lingkup akademik,
tetapi juga mampu mengikuti perkembangan sistem digital perpajakan
yang diterapkan pemerintah, seperti integrasi NIK-NPWP dan layanan
elektronik lainnya. Selain itu, mahasiswa memiliki peran strategis
sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi pajak di tengah
masyarakat, baik melalui kegiatan kampus, organisasi, maupun
pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa tidak
hanya berkontribusi secara individu melalui kepatuhan pajak di masa
mendatang, tetapi juga turut serta dalam memperkuat sistem perpajakan

nasional yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.



67

C. Saran
Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai indikator utama bagi otoritas
perpajakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.
Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak akan optimal tanpa
adanya partisipasi aktif dan kesadaran dari pihak wajib pajak itu sendiri. Oleh
karena itu, diperlukan adanya komitmen serta kolaborasi yang kuat antara
otoritas pajak dan wajib pajak guna mendorong peningkatan kepatuhan
sekaligus optimalisasi penerimaan negara. Adapun beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Otoritas Pajak
Untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak
melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus memperkuat sistem
digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya dalam hal integrasi NIK
dan NPWP. Proses integrasi ini perlu diiringi dengan peningkatan
infrastruktur teknologi informasi, jaminan keamanan data, serta
penyederhanaan proses administrasi yang ramah pengguna. Selain itu,
otoritas pajak juga disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya integrasi tersebut
dan manfaatnya dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif,
transparan, dan akuntabel. Kampanye edukatif yang berbasis literasi pajak
serta layanan yang bersifat humanis juga dapat memperkuat kepercayaan

dan meningkatkan partisipasi sukarela dari para wajib pajak.
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2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran dalam
menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu,
disarankan agar wajib pajak lebih proaktif dalam memahami regulasi
perpajakan, serta memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan,
seperti integrasi NIK-NPWP dan platform pelaporan pajak online.
Adaptasi terhadap sistem perpajakan digital tidak hanya mempermudah
proses pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mencerminkan
komitmen terhadap kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab warga
negara. Selain itu, keterlibatan dalam program-program edukatif yang
diselenggarakan oleh otoritas pajak atau institusi pendidikan dapat
memperkuat pemahaman dan menumbuhkan budaya sadar pajak secara
berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup variabel dan
wilayah pengamatan yang difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP Pratama Denpasar Barat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
memperluas cakupan variabel dengan menambahkan faktor-faktor lain
yang potensial memengaruhi kepatuhan pajak serta menjangkau lebih
banyak wilayah atau jenis wajib pajak, guna menghasilkan generalisasi
yang lebih luas. Selain itu, pendekatan metodologis yang berbeda seperti
metode kualitatif dapat digunakan untuk menggali secara mendalam

persepsi dan motivasi wajib pajak dalam merespons kebijakan digitalisasi
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perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan

kebijakan perpajakan di masa depan.
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